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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022
tentang Ketertiban Umum, serta mengidentifikasi
faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi
efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan pendekatan
deskriptif, yang melibatkan analisis terhadap
regulasi, observasi lapangan, dan wawancara
dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat,
keterbatasan sarana dan prasarana, serta
ketidakjelasan sanksi bagi pelanggar menjadi
tantangan utama dalam penegakan peraturan.
Masyarakat cenderung tidak mematuhi peraturan
yang ada, dan penegakan hukum yang tidak
konsisten oleh Dinas Perhubungan memperburuk
situasi. Selain itu, kurangnya koordinasi antara
lembaga eksekutif dan legislatif juga menghambat
efektivitas implementasi. Penelitian ini
merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi
mengenai Perda, pengadaan sarana penertiban yang
memadai, serta keterlibatan masyarakat dalam
proses penegakan hukum untuk menciptakan
ketertiban umum yang lebih baik di Kabupaten
Lampung Utara. Dengan langkah-langkah strategis
ini, diharapkan tujuan Perda dapat tercapai dan
memberikan manfaat yang signifikan bagi
masyarakat.
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PENDAHULUAN
Kota dan desa di seluruh dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring

dengan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Dalam konteks ini, isu-isu terkait lahan,
kependudukan, ekonomi, urbanisasi, kesehatan, dan transportasi menjadi sangat penting untuk
ditangani. Mariyanto & Supriansyah (2021) mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang
cepat di daerah perkotaan menuntut pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang memadai.
Hal ini penting karena kehidupan di kota sangat bergantung pada sarana dan prasarana yang
mendukung mobilitas masyarakat, yang merupakan bagian dari pelayanan publik yang optimal.
Dalam hal ini, sistem transportasi berperan krusial dalam mendukung mobilitas penduduk, yang

mailto:meily.azck30405@gmail.com
mailto:sugengsdw1212@gmail.com


J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN : 2828-5271 (online)

2007

pada gilirannya berkontribusi pada pencapaian tujuan pengembangan ekonomi. Aspek
perparkiran juga menjadi elemen vital dalam keseluruhan jaringan transportasi tersebut
(mariyanto & Supriansyah, 2021).

Sistem transportasi yang ada, termasuk pengelolaan parkir, harus mampu mengatasi
tantangan yang muncul akibat meningkatnya jumlah kendaraan. Nurbudiwati (2022) menjelaskan
bahwa kemacetan lalu lintas di jalan raya telah menjadi tantangan serius, terutama di negara-
negara berkembang seperti Indonesia. Tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah
kemacetan adalah peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan, keterbatasan sumber daya untuk
pembangunan infrastruktur jalan, dan kurang optimalnya pengoperasian sistem transportasi yang
ada. Dalam konteks ini, aktivitas parkir di tepi jalan menjadi fenomena yang signifikan, yang
memengaruhi arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan (Nurbudiwati, 2022).

Keterbatasan tempat parkir yang ada mendorong masyarakat untuk memarkir kendaraan
mereka secara sembarangan, yang sering kali menjadikan jalan sebagai area parkir. Hal ini
menciptakan masalah yang lebih besar, terutama di lokasi-lokasi strategis seperti pasar, sekolah,
dan pusat perbelanjaan. Affiangit (2024) menekankan pentingnya pengadaan lahan parkir yang
memadai serta pengembangan model parkir yang sesuai dengan lahan yang ada. Penelitian ini
bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, yang diharapkan dapat memberikan solusi
terhadap masalah parkir yang ada di daerah tersebut (Affiangit, 2024).

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang ketertiban umum, kenyataannya
masih banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan tersebut. Hal ini terlihat di Pasar Sentral
Kotabumi, di mana kendaraan terparkir sembarangan, mengakibatkan jalan yang seharusnya
dapat dilalui oleh dua motor, kini hanya bisa dilalui satu motor. Selain itu, kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap ketertiban umum juga menjadi masalah yang signifikan. Penelitian ini
berfokus pada analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4
Tahun 2022 dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, dengan harapan dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif di masa
mendatang (Ariesta, 2023).

Penelitian ini penting karena mengisi kesenjangan yang ada dalam studi sebelumnya
mengenai implementasi peraturan daerah di Indonesia. Sebagian besar penelitian yang ada lebih
fokus pada aspek teoritis dan kurang memberikan perhatian pada faktor-faktor praktis yang
memengaruhi implementasi peraturan. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana
implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 dilakukan,
serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Dengan
demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi yang
berguna bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi peraturan
(Muhammad, 2024).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan faktor-faktor
yang menghambat implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik, serta menjadi referensi
bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu yang sama. Dengan demikian,
penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan
yang ada, tetapi juga akan memberikan solusi yang relevan untuk meningkatkan ketertiban umum
di Kabupaten Lampung Utara (Badrika et al., 2022).
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LANDASAN TEORI
Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan kebijakan atau program yang telah dirumuskan,
melibatkan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Rohmadani &
Megawati, 2022) . Proses ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah,
masyarakat, dan pemangku kepentingan, untuk memastikan keberhasilan kebijakan.

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti dukungan sumber
daya, komunikasi yang efektif, dan partisipasi masyarakat. Penelitian oleh Rahmawati &
Nugroho (2020) menunjukkan bahwa dalam implementasi Sistem Informasi Manajemen
Puskesmas (SIMPUS) di Kabupaten Sragen, faktor-faktor ini sangat menentukan tingkat
keberhasilan. Tanpa dukungan yang memadai, implementasi cenderung mengalami hambatan.

Arifathyani (2023) menekankan pentingnya pengembangan kompetensi aparatur sipil
negara dalam implementasi kebijakan. Analisis kebutuhan pelatihan menjadi langkah awal yang
krusial untuk menciptakan reformasi birokrasi dan sumber daya manusia yang unggul.

Indrawan & Alim (2022) membahas implementasi pembelajaran akidah akhlak di sekolah,
menekankan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada penyampaian materi,
tetapi juga pada metode pengajaran dan evaluasi yang berkelanjutan. Keterlibatan guru dan siswa
sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar.

Dewi (2024) menyoroti pentingnya sistem informasi manajemen pendidikan dalam
implementasi kebijakan pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan teknologi dan
pelatihan bagi pengguna adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas implementasi sistem
informasi.

Implementasi kebijakan publik adalah proses kompleks yang memerlukan kolaborasi,
pemahaman konteks lokal, dan evaluasi berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut di berbagai sektor
diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan publik.
Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah entitas penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, memiliki
kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya sesuai peraturan yang berlaku.
Tugasnya mencakup pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, dan pembangunan untuk
kesejahteraan masyarakat (Siallagan, 2023).

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mereka harus mengoptimalkan pendapatan asli
daerah (PAD) dan memanfaatkan dana alokasi untuk pembangunan (Far’ain, 2023) . Pemerintah
daerah juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan masyarakat (Asrizal,
2023).

Relasi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting, di mana DPRD berfungsi
sebagai pengawas dan perwakilan rakyat. Komunikasi yang baik antara keduanya diperlukan
untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat
dalam pengambilan keputusan juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Asrizal, 2023).

Inovasi dalam pemerintahan daerah diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat mempermudah akses layanan
dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya (Wijaya, 2023).

Pemerintah daerah berperan sebagai agen perubahan yang mendorong partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi
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masyarakat sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan transparansi dan
akuntabilitas (nasir, 2023).

Pemerintah daerah memiliki peran multifaset dalam otonomi daerah, termasuk kewenangan,
tanggung jawab, dan hubungan dengan masyarakat serta lembaga legislatif. Penelitian lebih
lanjut tentang peran dan fungsi pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pemerintahan lokal.
Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah konsep fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia yang
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di
wilayahnya. Tujuannya adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat agar pelayanan
publik lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Guntoro, 2021) . Otonomi daerah
juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan
pelaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pemerintahan (Putra et al., 2022) . Dengan otonomi ini, pemerintah daerah
diharapkan lebih mandiri dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah, tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), sangat menentukan kekuatan pemerintah daerah dalam mendanai penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik (Hidayat & Khaldun, 2021). Pengelolaan keuangan yang baik,
termasuk optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pemanfaatan dana alokasi dari
pemerintah pusat, adalah kunci keberhasilan otonomi daerah.

Otonomi daerah memberikan harapan bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi
dan mengontrol birokrasi pemerintahan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan (Ezyoni, 2023).

Penelitian mengenai otonomi khusus di Papua menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi
daerah menghadapi tantangan dan dinamika tersendiri. Pengaturan yang jelas dan dukungan dari
pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan otonomi daerah memberikan manfaat bagi
masyarakat (Rakia et al., 2022).

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur
urusan pemerintahan, bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendorong partisipasi
masyarakat, dan memperkuat kemampuan keuangan daerah. Namun, pelaksanaan otonomi
daerah juga menghadapi tantangan yang memerlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah
pusat. Penelitian lebih lanjut tentang otonomi daerah penting untuk memahami dinamika dan
implikasinya dalam pembangunan daerah di Indonesia.
Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen hukum penting dalam sistem pemerintahan
Indonesia, dihasilkan oleh pemerintah daerah dan DPRD sebagai pelaksanaan otonomi daerah
yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Abidah, 2023) . Perda berfungsi sebagai
pedoman pelaksanaan pemerintahan daerah dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat,
termasuk pajak dan pengelolaan sumber daya.

Perda memiliki kekuatan hukum yang mengikat di wilayahnya. Penyusunannya harus
memperhatikan partisipasi masyarakat untuk mencerminkan kebutuhan lokal, sesuai dengan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Aituru, 2023). Partisipasi ini
penting untuk memastikan kebijakan diterima dan diimplementasikan dengan baik.

Efektivitas Perda sangat bergantung pada implementasinya. Penelitian menunjukkan bahwa
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penerapan Perda yang efektif, seperti pajak hotel dan restoran di Kabupaten Manggarai Barat,
dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (Etem, 2023) . Perda yang dirumuskan dan
diimplementasikan dengan baik berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Model pembentukan Perda yang ideal harus memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan
melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses (Bunga, 2020) . Hal ini penting untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Suryanti (2024) menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah
dalam penetapan tarif pajak daerah. Perda harus disusun dengan mempertimbangkan konteks
lokal dan mendukung kebijakan nasional.

Perda juga berfungsi untuk mengendalikan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat,
seperti pengendalian minuman beralkohol (Lobo, 2023) . Penerapan Perda yang ketat dapat
menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat.

Peraturan Daerah adalah instrumen penting dalam pemerintahan daerah yang mengatur
berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penyusunannya harus melibatkan partisipasi masyarakat
dan mempertimbangkan konteks lokal, serta diimplementasikan secara efektif untuk mencapai
tujuan pembangunan daerah. Penelitian lebih lanjut tentang Perda dan implementasinya sangat
penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik di tingkat daerah.
Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah kondisi di mana masyarakat hidup aman, teratur, dan harmonis, di
mana individu dapat menjalankan hak dan kewajiban tanpa mengganggu hak orang lain. Konsep
ini diatur oleh norma hukum dan mencakup aspek keamanan serta pengaturan perilaku sosial
sesuai nilai-nilai masyarakat.

Ketertiban umum menjadi dasar penegakan hukum dan kebijakan publik, memungkinkan
pemerintah mengambil tindakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Ini termasuk
penerapan peraturan daerah yang melarang tindakan yang mengganggu ketertiban dan penegakan
hukum terhadap pelanggaran (A. A. Wibowo & Kertati, 2022).

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban. Keterlibatan aktif
masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah dan mengurangi pelanggaran,
karena masyarakat yang terlibat lebih memahami dan menghargai peraturan yang ada.

Satpol PP memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum dengan menegakkan
peraturan daerah dan menjaga wibawa pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi
dan disiplin kerja Satpol PP sangat penting untuk meningkatkan kinerja mereka (Mukhamar et al.,
2021).

Ketertiban umum juga terkait dengan sistem hukum yang lebih besar, di mana norma
hukum mengatur perilaku individu dan kelompok. Ini menunjukkan bahwa ketertiban tidak hanya
diatur oleh hukum positif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya (N. S.
Wibowo et al., 2022).

Ketertiban umum mencakup aspek keamanan, pengaturan perilaku sosial, dan partisipasi
masyarakat. Ia menjadi landasan penegakan hukum dan kebijakan publik, memerlukan
keterlibatan aktif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan teratur. Penelitian
lebih lanjut tentang ketertiban umum penting untuk memahami dinamika dan implikasinya dalam
pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.
METODE PENELITIAN
Tipe Penelitian
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Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang
sering disebut sebagai penelitian hukum dogmatik. Pendekatan ini berfokus pada penafsiran dan
konstruksi hukum untuk memperoleh kaidah-kaidah hukum, konsep-konsep, serta inventarisasi
peraturan hukum yang relevan. Penelitian ini juga menekankan pada penerapan hukum secara
konkret yang menjadi dasar bagi aturan-aturan dalam upaya penegakan hukum, khususnya terkait
implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 mengenai
Ketertiban Umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara (Lobo, 2023).
Pendekatan Penelitian

Untuk membangun pemikiran yang komprehensif, menyeluruh, dan mendalam mengenai
inti permasalahan dalam penelitian ini, berbagai pendekatan telah diterapkan. Penelitian ini
mengadopsi pendekatan perundangan, yang berfungsi untuk memberikan analisis deskriptif
terhadap regulasi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Ketertiban Umum di Dinas Perhubungan
Kabupaten Lampung Utara. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap sinkronisasi antara
peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hendrik, 2023).
Bahan Penelitian

Dalam kajian hukum ini, sumber data yang menjadi fokus utama adalah data sekunder,
yang mencakup berbagai jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan hukum primer mencakup dokumen-dokumen fundamental seperti Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami amandemen,
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Utara Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur tentang Ketertiban Umum di Dinas
Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.

2) Bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih mendalam
mengenai bahan hukum primer, yang mencakup berbagai tulisan, karya ilmiah, kertas
kerja, makalah, jurnal, dan tesis yang relevan dengan penyelesaian penelitian ini (Sugiri,
2021) (Yuliastuti & Syarif, 2022).

3) Bahan hukum tersier terdiri dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan tambahan
mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, serta majalah
hukum yang tetap relevan dengan isu-isu hukum dan topik yang dibahas dalam penelitian
ini.

Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian
Prosedur pengumpulan data merupakan suatu rangkaian langkah yang terstruktur dan

terstandarisasi, dirancang untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan metode yang
digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam rangka melengkapi data untuk
pengujian penelitian ini, pendekatan yang diambil mencakup pengumpulan data primer dan
sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para
informan yang terlibat dalam penelitian. Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilakukan
melalui studi kepustakaan, analisis komparatif, serta penelaahan dokumen. Tujuan dari studi ini
adalah untuk mendapatkan wawasan dan arah yang jelas dalam penelitian, yang dicapai melalui
proses membaca, mempelajari, mengutip, dan menganalisis berbagai literatur, peraturan
perundang-undangan, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan isu yang sedang
diteliti (Absari, 2023) (Maure, 2023).
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Analisis Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui metode studi

kepustakaan yang mendalam. Data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan
yuridis kualitatif, mengingat bahwa penelitian ini berfokus pada aspek hukum normatif,
mencakup asas-asas, konsep dasar, serta kaidah dan norma hukum yang relevan. Selain itu, data
yang diperoleh akan diinterpretasikan melalui teknik penafsiran dan konstruksi hukum yang tepat,
dengan hasil analisis yang akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang kaya, tanpa melibatkan
angka. Lokasi penelitian akan ditentukan berdasarkan kebutuhan data primer dan sekunder yang
ingin dicapai (nasir, 2023).
Teknik Pengambilan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan kesimpulan mengadopsi pendekatan logika
berpikir deduktif yang elegan. Metode deduktif berlandaskan pada prinsip bahwa apa yang
dianggap benar dalam suatu kategori atau kelas tertentu juga berlaku untuk semua peristiwa yang
termasuk dalam kategori tersebut. Dengan demikian, secara logis, seseorang dapat menyimpulkan
bahwa kebenaran yang ditemukan dalam peristiwa khusus tersebut adalah valid (Yuliari, 2024) .
Dengan kata lain, metode deduktif merupakan suatu proses pemikiran yang bergerak dari
pengamatan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih spesifik. Oleh karena itu,
penulis memilih untuk menerapkan metode ini dalam menganalisis isu-isu umum yang relevan
dengan tema tesis yang diangkat, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih terfokus dan
mendalam (Nugraha, 2024).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Kabupaten Lampung Utara

Kabupaten Lampung Utara, terletak di Provinsi Lampung, Indonesia, memiliki potensi
besar dari segi sumber daya alam, sosial, dan ekonomi. Wilayah ini berbatasan dengan Provinsi
Sumatera Selatan dan Kabupaten Tulang Bawang, dengan karakteristik geografi yang beragam,
termasuk pegunungan dan dataran rendah, yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan
kegiatan ekonomi (mariyanto & Supriansyah, 2021) (Nurbudiwati, 2022).

Populasi Kabupaten Lampung Utara terus berkembang, dengan mayoritas penduduk
bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan sektor informal. Komposisi penduduk terdiri dari
suku Melayu, Jawa, dan lainnya, dengan mayoritas menganut agama Islam (Affiangit, 2024) .
Sektor pertanian, terutama komoditas seperti padi, kopi, dan kelapa sawit, menjadi pendorong
utama ekonomi daerah, meskipun sektor perdagangan juga berkembang pesat. Namun, tantangan
dalam pengaturan ketertiban, terutama terkait pedagang kaki lima, masih ada (Ariesta, 2023)
(Muhammad, 2024).

Infrastruktur di Kabupaten Lampung Utara masih dalam tahap pengembangan, dengan
jalan raya utama menghubungkan kabupaten ini ke kota-kota besar. Namun, aksesibilitas di
beberapa daerah masih terbatas, mempengaruhi distribusi barang dan mobilitas masyarakat
(Badrika et al., 2022) . Tantangan kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan dan ketimpangan
pembangunan, juga menjadi perhatian, dengan indikator pembangunan manusia menunjukkan
ketimpangan (Rohmadani & Megawati, 2022).

Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara dipimpin oleh Bupati dan memiliki struktur
birokrasi yang terdiri dari berbagai dinas. Pemerintahan desa berperan penting dalam
menyampaikan kebijakan daerah kepada masyarakat. Kabupaten ini menerapkan prinsip
desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
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mengatur urusan wilayahnya, termasuk penegakan ketertiban umum dan pengelolaan sumber
daya (Rahmawati & Nugroho, 2020).

Kabupaten Lampung Utara memiliki potensi besar namun menghadapi tantangan dalam hal
infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan pengaturan ketertiban. Pemerintah daerah berperan
penting dalam mengelola sumber daya dan menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, dengan
prinsip desentralisasi yang mendasari pengaturan pemerintahan.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Ketertiban Umum

Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara bertugas mengelola kebijakan perhubungan
dan transportasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur di daerah tersebut.
Dishub berperan penting dalam merumuskan kebijakan teknis, pengelolaan administrasi, serta
evaluasi dan laporan terkait perhubungan (mariyanto & Supriansyah, 2021) . Dishub juga
berkomitmen mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas melalui lembaga pendidikan
transportasi dan mengatur regulasi transportasi, terutama saat mudik, dengan program mudik
gratis yang melibatkan berbagai moda transportasi (Nurbudiwati, 2022).

Dishub memiliki tanggung jawab luas dalam memberikan izin administrasi, termasuk izin
usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, dan izin trayek. Mereka juga mengatur izin
operasi untuk angkutan sewa dan pariwisata, serta izin untuk angkutan taksi antar kota. Regulasi
bertujuan mengatur perilaku manusia untuk menciptakan ketertiban, termasuk dalam lalu lintas
yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Ketertiban Umum (Ariesta, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa regulasi perparkiran di Kotabumi belum efektif, dengan
banyak pelanggaran yang terjadi. Tindakan cepat dari Dishub diperlukan untuk mengatasi
masalah ini demi ketertiban (Muhammad, 2024) . Dishub harus memiliki sumber daya dan
kemampuan untuk meningkatkan daya saing, serta menegakkan disiplin lalu lintas dan
pengelolaan parkir resmi. Petugas dituntut untuk bersikap adil dan tegas terhadap pelanggar.

Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2022 belum sepenuhnya sesuai, dengan masih adanya
praktik parkir liar yang tidak ditindaklanjuti (Rohmadani & Megawati, 2022) . Implementasi
Perda perlu diperluas dengan mempertimbangkan teori hukum tata negara dan tantangan dalam
pelaksanaannya, termasuk koordinasi antara legislatif dan eksekutif (Rahmawati & Nugroho,
2020). Teori Negara Hukum menekankan bahwa kebijakan harus berdasarkan hukum dan prinsip
keadilan, serta mempertimbangkan hak asasi manusia (Arifathyani, 2023).

Dinas Perhubungan juga bertanggung jawab dalam penertiban kegiatan ekonomi informal,
seperti pedagang kaki lima, dan perlu melibatkan masyarakat dalam penegakan ketertiban
(Indrawan & Alim, 2022). Evaluasi berkala diperlukan untuk menilai efektivitas Perda, termasuk
dampaknya terhadap kemacetan dan pengangguran (Siallagan, 2023) . Penertiban pedagang kaki
lima harus seimbang dengan solusi sosial-ekonomi untuk mendukung penghidupan mereka
(Far’ain, 2023).

Keterkaitan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional juga penting, dengan Dishub
harus menyesuaikan kebijakan lokal dengan regulasi yang lebih tinggi (Asrizal, 2023) . Sanksi
yang diberikan harus proporsional dan tidak menimbulkan ketidakadilan, dengan analisis
terhadap efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan masyarakat (Wijaya, 2023) . Dengan
memperluas pembahasan ini, kita dapat memahami lebih baik tantangan yang dihadapi oleh
Dinas Perhubungan dalam menegakkan ketertiban dan keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat
(nasir, 2023).
Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4
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Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum
Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022

tentang Ketertiban Umum menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu faktor utama
adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, di mana kepatuhan lebih didorong oleh
rasa takut terhadap penegak hukum daripada kesadaran akan pentingnya hukum. Kesadaran
masyarakat sangat penting untuk mencapai efektivitas peraturan.

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi penghambat. Alat penertiban
seperti gembok dan mobil patroli yang terbatas membuat penanganan parkir liar kurang efektif.
Idealnya, lebih banyak mobil patroli diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasi. Meskipun
prosedur penertiban sudah sesuai dengan standar operasional, kurangnya kesan tegas dalam
penegakan aturan menyebabkan masyarakat tidak merasa jera (Ariesta, 2023).

Ketidakjelasan sanksi bagi pelanggar juga menghambat penerapan aturan. Perda lebih
bersifat himbauan tanpa sanksi tegas, sehingga pelanggar tidak merasakan dampak yang cukup
untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Untuk mengatasi kendala ini, Dinas
Perhubungan perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat sosialisasi Perda, serta
menegaskan penindakan terhadap pelanggaran.

Dinas Perhubungan juga harus memperkuat pengadaan sarana dan prasarana untuk
meningkatkan efektivitas penertiban. Penambahan alat dan mobil patroli akan membantu dalam
melaksanakan operasi secara simultan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat di kawasan bebas
parkir diperlukan agar masyarakat lebih mematuhi peraturan (Rahmawati & Nugroho, 2020).

Pembentukan tim terpadu antara Dinas Perhubungan, Satuan Lalu Lintas, dan Satuan Polisi
Pamong Praja sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dalam penertiban. Ketiadaan sanksi
tegas dalam Perda juga menjadi kendala, meskipun sanksi telah dicantumkan, pelaksanaannya
belum optimal.

Berdasarkan teori hukum tata negara, penghambat implementasi Perda ini mencakup
keterbatasan kewenangan, sumber daya, dan resistensi masyarakat. Keterbatasan anggaran dan
sumber daya manusia di Dinas Perhubungan menghambat penertiban yang efektif. Selain itu,
resistensi masyarakat terhadap penertiban, terutama dari pedagang kaki lima, menunjukkan
perlunya keseimbangan antara ketertiban dan kesejahteraan ekonomi.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda juga menjadi penghambat,
yang dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap peraturan (Resina et al., 2023) . Penegakan
hukum yang tidak konsisten dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas juga menghambat
implementasi (Hidayat & Khaldun, 2021) (Ezyoni, 2023).

Akhirnya, infrastruktur penunjang yang kurang memadai menghambat tugas penertiban
(Rakia et al., 2022) . Untuk mengatasi hambatan ini, perlu adanya pembaruan kebijakan yang
responsif, peningkatan sumber daya, dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan
(Abidah, 2023).

Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat implementasi Perda mencakup rendahnya
kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana, kurangnya pengawasan, dan ketiadaan sanksi yang
mengikat. Upaya peningkatan kesadaran, pengadaan sarana yang memadai, dan kerjasama
dengan instansi terkait sangat diperlukan untuk menciptakan ketertiban yang lebih baik (Aituru,
2023).
KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Ketertiban Umum menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, yang berakar dari faktor-
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faktor sosial, kelembagaan, dan infrastruktur. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi
salah satu penghambat utama, di mana banyak individu tidak mematuhi peraturan yang ada,
bukan karena ketidakpahaman, tetapi lebih karena ketidakpedulian dan rasa takut terhadap
penegakan hukum yang tidak konsisten. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti
jumlah alat penertiban yang tidak memadai dan kurangnya mobil patroli, menghambat efektivitas
operasi penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Ketiadaan sanksi yang tegas dan
jelas dalam Perda juga berkontribusi pada kurangnya efek jera bagi pelanggar, sehingga
pelanggaran parkir liar terus terjadi. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk
meningkatkan sosialisasi mengenai Perda, memperkuat pengadaan sarana dan prasarana, serta
melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Dengan pendekatan yang lebih responsif
dan partisipatif, diharapkan implementasi Peraturan Daerah ini dapat lebih efektif, menciptakan
ketertiban umum yang diinginkan, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di
Kabupaten Lampung Utara. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan yang
berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Perda ini dapat berfungsi secara
optimal dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang.
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